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This study aims to analyze the implementation of 
performance accountability at the Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara (DJPU) ) of the Ministry of 
Transportation of the Republic of Indonesia based on 
the 2023 Government Agency Performance 
Accountability Report (LAKIP). Performance 
accountability is a key instrument for assessing public 
sector organizations’ ability to account for the 
achievement of strategic objectives and public service 
quality. This research employs a qualitative approach 
using a documentary study method. The primary data 
source is the 2023 LAKIP of the Directorate General of 
Civil Aviation obtained from the official institutional 
website. Data were analyzed using content analysis to 
examine the alignment between performance targets 
and achievements as well as reported accountability 
practices. The results indicate that the overall 
performance of the Directorate General of Civil 
Aviation in 2023 was categorized as very good, with an 
average performance achievement of 101.82 percent. 
Aviation safety and security indicators showed very 
high achievement, while public service quality was 
reflected in the user satisfaction index and on time 
performance exceeding the targets. However, the air 
transportation connectivity ratio did not fully meet the 
target, indicating structural and operational 
challenges. The study concludes that performance 
accountability at the Directorate General of Civil 
Aviation has been implemented effectively, although 
continuous improvement is required, particularly in 
enhancing air transportation connectivity. 
Keywords: performance accountability, LAKIP, public 
sector performance, air transportation 
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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara (DJPU) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023. Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen 
penting dalam menilai kemampuan organisasi sektor publik dalam mempertanggungjawabkan pencapaian 
sasaran strategis dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode studi dokumen. Sumber data utama berupa LAKIP DJPU Tahun 2023 yang diperoleh dari situs resmi 
instansi terkait. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi untuk menilai kesesuaian antara target dan 
capaian indikator kinerja serta bentuk pertanggungjawaban kinerja yang disajikan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kinerja DJPU pada tahun 2023 secara umum berada pada kategori sangat baik dengan 
rata-rata capaian kinerja sebesar 101,82 persen. Indikator keselamatan dan keamanan transportasi udara 
menunjukkan capaian yang sangat tinggi, sementara kualitas pelayanan publik tercermin dari indeks 
kepuasan pengguna jasa dan capaian on time performance yang melampaui target. Namun demikian, rasio 
konektivitas transportasi udara belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, yang mengindikasikan 
adanya tantangan struktural dan operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja DJPU 
telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam 
peningkatan konektivitas transportasi udara. 
Kata Kunci: akuntabilitas kinerja, LAKIP, kinerja organisasi publik, transportasi udara. 

 
1. PENDAHULUAN 

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu konsep fundamental dalam administrasi dan manajemen 
sektor publik yang berkembang seiring dengan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan. Secara klasik, 
akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban aparatur negara untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan 
keputusan kepada otoritas yang lebih tinggi dalam struktur birokrasi yang hierarkis [1], [2], [3], [4]. 
Pandangan ini berakar pada teori birokrasi rasional–legal yang menekankan kepatuhan terhadap aturan, 
prosedur, dan mekanisme pengawasan formal sebagai basis utama pertanggungjawaban organisasi publik 
[5], [6]. 

Perkembangan administrasi publik modern mendorong perluasan makna akuntabilitas dari sekadar 
kepatuhan administratif menuju orientasi kinerja dan hasil. Pergeseran ini semakin menguat seiring 
munculnya paradigma New Public Management yang menempatkan efisiensi, efektivitas, dan pengukuran 
kinerja sebagai instrumen utama dalam pengelolaan sektor publik [7], [8], [9]. Dalam kerangka ini, 
akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada atasan birokratis, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pengguna 
layanan publik [10], [11]. 

Kritik terhadap New Public Management kemudian melahirkan pendekatan New Public Service dan 
governance yang menekankan nilai demokrasi, kolaborasi, serta kepentingan publik sebagai inti akuntabilitas 
[12], [13], [14], [15]. Akuntabilitas dipahami sebagai proses multidimensi yang mencakup dimensi 
administratif, politik, profesional, dan sosial yang saling berinteraksi dalam praktik pemerintahan sehari-hari 
[16], [17], [18], [20]. Dalam perspektif ini, akuntabilitas kinerja tidak hanya diukur melalui capaian numerik, 
tetapi juga melalui kualitas proses, legitimasi kebijakan, dan dampak terhadap masyarakat [19], [20]. 

Dalam konteks kontemporer, kajian akuntabilitas kinerja semakin menekankan pentingnya penggunaan 
informasi kinerja sebagai alat pembelajaran organisasi dan perbaikan berkelanjutan, bukan semata sebagai 
kewajiban pelaporan [21], [22], [23], [23], [24]. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sistem 
akuntabilitas yang terlalu administratif berpotensi mendorong praktik pelaporan yang bersifat ritualistik, di 
mana pemenuhan kewajiban formal tidak selalu diikuti oleh peningkatan kinerja substantif [25], [26], [27], 
[28], [29]. Oleh karena itu, analisis akuntabilitas kinerja perlu dilakukan secara kontekstual dengan 
mempertimbangkan karakteristik organisasi dan lingkungan kebijakan yang melingkupinya [17], [30]. 

Di Indonesia, penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilembagakan melalui Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sebagai satu siklus manajemen kinerja sektor 
publik [31], [32], [33], [34]. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi instrumen 
utama dalam menyampaikan capaian kinerja kepada publik dan pemerintah pusat sebagai bentuk 
pertanggungjawaban organisasi [35], [36], [37], [38]. 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) sebagai unit eselon I di bawah Kementerian 
Perhubungan Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan transportasi udara 
nasional. DJPU bertanggung jawab atas aspek keselamatan, keamanan, konektivitas, serta kualitas pelayanan 
transportasi udara yang berdampak langsung pada kepentingan publik dan pembangunan ekonomi [39], [40]. 
Karakteristik tugas yang bersifat teknis dan berisiko tinggi menjadikan akuntabilitas kinerja di sektor ini 
sebagai isu yang krusial dan kompleks [41], [42]. 
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Laporan Akuntabilitas Kinerja DJPU Tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja yang relatif tinggi pada 
sebagian besar indikator kinerja utama. Namun, temuan tersebut juga mengindikasikan adanya tantangan 
struktural dan operasional yang mempengaruhi pencapaian sasaran tertentu, khususnya dalam aspek 
konektivitas transportasi udara dan dukungan sumber daya [43], [44], [45], [46]. Kondisi ini sejalan dengan 
temuan penelitian mutakhir yang menegaskan bahwa keberhasilan akuntabilitas kinerja tidak hanya 
ditentukan oleh capaian angka, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, koordinasi kelembagaan, dan konsistensi 
kebijakan publik [18], [47], [48], [49], [50], [51]. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 
akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
dokumen untuk menilai kesesuaian antara target dan capaian indikator kinerja serta bentuk 
pertanggungjawaban kinerja yang disajikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
akademik dalam pengembangan kajian manajemen kinerja sektor publik serta menjadi bahan evaluasi bagi 
peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola transportasi udara di Indonesia [52], [53], [54], [55], [56], 
[57], [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64], [65], [66], [67], [68], [69], [70], [71], [72]. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
Akuntabilitas Kinerja dalam Sektor Publik 

Akuntabilitas kinerja merupakan konsep sentral dalam administrasi dan manajemen sektor publik yang 
berkaitan dengan kewajiban organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan 
penggunaan sumber daya publik [1], [2]. Dalam perspektif klasik, akuntabilitas dipahami sebagai mekanisme 
pengawasan hierarkis yang menekankan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur formal dalam struktur 
birokrasi [3], [4]. Pendekatan ini menempatkan akuntabilitas sebagai instrumen kontrol administratif yang 
bersifat vertikal. 

Perkembangan paradigma administrasi publik modern mendorong perluasan makna akuntabilitas ke 
arah orientasi kinerja dan hasil. Melalui pendekatan New Public Management, akuntabilitas dikaitkan dengan 
efisiensi, efektivitas, serta pengukuran kinerja berbasis indikator yang terukur [5], [6], [7]. Dalam konteks 
ini, akuntabilitas kinerja menjadi alat evaluasi untuk menilai sejauh mana organisasi publik mampu mencapai 
target yang telah ditetapkan. 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Di Indonesia, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilembagakan melalui Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dirancang sebagai suatu sistem manajemen kinerja yang 
mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dalam satu siklus yang 
berkelanjutan [8], [9]. Implementasi SAKIP bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan 
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 

, yang berfungsi menyajikan informasi capaian kinerja secara periodik [10], [18]. Sejumlah penelitian 
menunjukkan bahwa LAKIP berperan penting dalam mendorong budaya kinerja di sektor publik, meskipun 
dalam praktiknya masih sering ditemukan kecenderungan pelaporan yang bersifat administratif dan 
formalistik [11], [12]. 
Akuntabilitas Kinerja dan Tantangan Implementasi 

Studi-studi kontemporer menegaskan bahwa efektivitas akuntabilitas kinerja tidak hanya ditentukan 
oleh keberadaan sistem dan indikator kinerja, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, komitmen pimpinan, serta 
pemanfaatan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan [13], [14], [15]. Sistem akuntabilitas yang 
terlalu menekankan kepatuhan administratif berpotensi mendorong perilaku ritualistik, di mana pelaporan 
kinerja tidak diikuti oleh perbaikan kinerja substantif [16], [18]. 

Dalam organisasi sektor publik yang memiliki tingkat kompleksitas dan risiko tinggi, seperti sektor 
transportasi udara, akuntabilitas kinerja juga berkaitan erat dengan aspek keselamatan, keamanan, dan 
kualitas pelayanan publik [17] [20]. Oleh karena itu, analisis akuntabilitas kinerja perlu mempertimbangkan 
konteks kelembagaan dan karakteristik sektor yang diteliti agar hasil evaluasi tidak bersifat parsial. 
Posisi Penelitian 

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, penelitian ini memposisikan akuntabilitas kinerja sebagai proses 
pertanggungjawaban organisasi yang tidak hanya diukur melalui capaian indikator numerik, tetapi juga 
melalui konsistensi antara target, capaian, dan konteks implementasi kebijakan. Dengan menggunakan 
dokumen LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2023 sebagai sumber data utama, penelitian 
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ini berupaya mengisi celah kajian empiris terkait implementasi akuntabilitas kinerja di sektor transportasi 
udara, yang masih relatif terbatas dalam literatur manajemen sektor publik [19], [20], [21].  
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan artikel penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
studi dokumen. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi 
akuntabilitas kinerja organisasi sektor publik berdasarkan dokumen resmi yang telah disusun dan 
dipublikasikan oleh instansi pemerintah. Metode studi dokumen memungkinkan peneliti untuk menelaah 
capaian kinerja, indikator, serta pertanggungjawaban kinerja organisasi tanpa melakukan pengumpulan data 
lapangan secara langsung. 
Lokus dan Waktu Penelitian 

Lokus penelitian adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) Kementerian Perhubungan 
Republik Indonesia. Penelitian dilaksanakan pada periode Desember 2025 sampai dengan Januari 2026, 
dengan objek kajian berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DJPU Tahun 2023. 
Pemilihan tahun 2023 didasarkan pada ketersediaan dokumen yang lengkap dan telah melalui proses evaluasi 
kinerja tahunan. 
Konteks Organisasi dan Arah Kinerja 

Analisis akuntabilitas kinerja dalam penelitian ini ditempatkan dalam konteks visi organisasi. 
Berdasarkan LAKIP DJPU Tahun 2023, visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah: “Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara yang berupaya mewujudkan konektivitas transportasi udara yang handal, 
berdaya saing, dan memberikan nilai tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan 
Wakil Presiden: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong” 
[73]. 

Visi tersebut menjadi dasar dalam perumusan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target 
kinerja DJPU. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja yang dianalisis dalam penelitian ini dipahami 
sebagai bentuk operasionalisasi visi organisasi dalam satu periode pelaporan kinerja. 
Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif dan 
kuantitatif deskriptif. Data kualitatif meliputi uraian perencanaan kinerja, penjelasan capaian indikator, serta 
evaluasi kinerja organisasi. Data kuantitatif terbatas pada angka capaian indikator kinerja yang tercantum 
secara eksplisit dalam dokumen LAKIP. 

Sumber data utama penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2023 yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia [73]. 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dokumen (document review) terhadap LAKIP 
DJPU Tahun 2023. Dokumen dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi indikator kinerja utama, 
target dan capaian kinerja, serta permasalahan dan rekomendasi yang disampaikan. Seluruh data yang 
digunakan dalam tabel dan diagram diambil secara langsung dari dokumen tersebut tanpa dilakukan 
modifikasi atau estimasi tambahan. 
Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis). Analisis difokuskan pada 
kesesuaian antara visi organisasi, target kinerja, dan capaian indikator kinerja yang dilaporkan. Data 
kuantitatif digunakan secara deskriptif untuk mendukung analisis kualitatif, tanpa dilakukan pengujian 
statistik inferensial. 

Perhitungan capaian kinerja indikator dijelaskan menggunakan rumus persentase sebagai berikut: 
1. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin baik, persentase capaian kinerja 

dihitung dengan rumus: 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
× 100% 

2. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin buruk, persentase capaian kinerja 
dihitung dengan rumus: 
(2𝑥𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
× 100% 

Rumus tersebut digunakan untuk menjelaskan mekanisme penghitungan capaian indikator kinerja 
sebagaimana tercantum dalam LAKIP DJPU Tahun 2023. Hasil perhitungan selanjutnya dianalisis 
secara deskriptif untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja organisasi. 

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 [73] 
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Tabel Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran [73] 

 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis isi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2023. Analisis difokuskan pada 
kesesuaian antara target dan realisasi indikator kinerja utama serta makna akuntabilitas kinerja yang 
tercermin dalam penyajian capaian kinerja. Pembahasan mengaitkan temuan empiris dengan teori dan hasil 
penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas kinerja sektor publik. 

Secara agregat, kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada tahun 2023 menunjukkan capaian 
yang sangat baik dengan rata-rata realisasi sebesar 101,82 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa 
organisasi mampu melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah 
ditetapkan. Dalam perspektif manajemen kinerja sektor publik, capaian tersebut mencerminkan keterpaduan 
antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sebagaimana ditekankan dalam kerangka reformasi 
manajemen publik modern [18], [20]. Namun demikian, capaian numerik yang tinggi tidak dapat secara 
otomatis dipahami sebagai keberhasilan substantif, karena berpotensi mencerminkan kepatuhan administratif 
tanpa jaminan peningkatan kualitas kebijakan [14], [21]. 

Pada aspek keselamatan dan keamanan transportasi udara, indikator kinerja menunjukkan capaian yang 
melampaui target. Temuan ini mencerminkan adanya prioritas kebijakan pada sektor dengan tingkat risiko 
tinggi dan dampak publik yang signifikan. Dalam literatur akuntabilitas publik, keselamatan dan keamanan 
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dipandang sebagai dimensi kinerja fundamental karena berkaitan langsung dengan perlindungan kepentingan 
publik dan legitimasi negara [15], [42]. Romzek dan Dubnick menegaskan bahwa pada sektor dengan 
kompleksitas teknis tinggi, akuntabilitas profesional dan teknokratis cenderung dominan [15]. Dengan 
demikian, capaian tinggi pada aspek ini menunjukkan bahwa akuntabilitas DJPU tidak hanya bersifat 
administratif, tetapi juga substantif dan berbasis standar teknis. 

Selain keselamatan dan keamanan, kinerja pelayanan publik juga menunjukkan hasil yang positif. 
Indikator indeks kepuasan pengguna jasa serta on time performance penerbangan mencapai atau melampaui 
target yang ditetapkan. Temuan ini sejalan dengan pendekatan New Public Service yang menempatkan 
kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur utama kinerja organisasi publik [10], [11]. Dalam konteks ini, 
akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada atasan birokratis, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pengguna 
layanan. Koppell menyebut bentuk pertanggungjawaban ini sebagai akuntabilitas horizontal, di mana 
organisasi publik dinilai melalui pengalaman dan persepsi publik terhadap kualitas layanan yang diberikan 
[19]. 

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa indikator rasio konektivitas transportasi udara 
belum sepenuhnya mencapai target. Capaian indikator ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan indikator 
keselamatan, keamanan, dan pelayanan publik. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dan 
operasional yang mempengaruhi kinerja organisasi. Peters dan Pierre menekankan bahwa kinerja kebijakan 
publik sering kali dipengaruhi oleh kompleksitas tata kelola dan keterlibatan banyak aktor lintas sektor [17], 
[60]. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis, serta 
ketergantungan pada aktor non-pemerintah menjadi faktor eksternal yang membatasi capaian kinerja 
konektivitas. Oleh karena itu, capaian yang belum optimal pada indikator ini tidak dapat dipahami semata 
sebagai kegagalan organisasi, melainkan sebagai refleksi dari kompleksitas lingkungan kebijakan. 

Lebih lanjut, LAKIP DJPU Tahun 2023 tidak hanya menyajikan capaian indikator, tetapi juga memuat 
evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja. Hal ini menunjukkan adanya upaya menjadikan akuntabilitas 
kinerja sebagai instrumen pembelajaran organisasi. Moynihan dan Pandey menegaskan bahwa sistem 
akuntabilitas akan efektif apabila informasi kinerja digunakan sebagai dasar refleksi dan pengambilan 
keputusan [49]. Namun, tanpa pemanfaatan yang konsisten, laporan kinerja berisiko menjadi formalistik dan 
kehilangan makna substantifnya [25], [27]. 

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara pada tahun 2023 telah diimplementasikan secara relatif efektif, terutama pada aspek 
keselamatan, keamanan, dan pelayanan publik. Namun, tantangan pada aspek konektivitas menegaskan 
bahwa akuntabilitas kinerja perlu dipahami sebagai proses yang dinamis dan kontekstual, bukan sekadar 
pemenuhan target kinerja [12], [61]. 

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntabilitas 
kinerja DJPU secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian kinerja 
organisasi yang mencapai 101,82 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja utama 
mampu memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. 

Capaian kinerja yang sangat tinggi terlihat pada indikator keselamatan dan keamanan transportasi udara, 
yang masing-masing menunjukkan kinerja di atas target. Selain itu, aspek pelayanan publik juga 
menunjukkan hasil yang positif, sebagaimana tercermin dari tingginya indeks kepuasan pengguna jasa 
transportasi udara serta capaian on time performance penerbangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa 
sistem akuntabilitas kinerja DJPU telah mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, khususnya 
dalam menjaga keselamatan dan kualitas layanan transportasi udara. 

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa rasio konektivitas transportasi udara belum 
sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan struktural dan 
operasional yang mempengaruhi pencapaian kinerja, seperti keterbatasan sumber daya, hambatan 
infrastruktur, dan dinamika operasional penerbangan. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja DJPU masih 
memerlukan penguatan, terutama pada aspek yang berkaitan dengan pemerataan dan keberlanjutan 
konektivitas transportasi udara. 
Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, 
khususnya dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, guna mengatasi hambatan dalam 
pembangunan dan pengoperasian infrastruktur transportasi udara. Kedua, perencanaan dan pengalokasian 
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anggaran perlu semakin diarahkan pada pendekatan berbasis kinerja agar dukungan sumber daya dapat lebih 
optimal dalam pencapaian sasaran strategis, terutama pada aspek konektivitas. Ketiga, penetapan target 
indikator kinerja di masa mendatang perlu mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta 
kapasitas sumber daya yang tersedia agar target yang ditetapkan bersifat realistis dan berkelanjutan. 

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis komparatif lintas tahun atau 
mengombinasikan studi dokumen dengan data lapangan, seperti wawancara atau observasi, guna 
memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi akuntabilitas kinerja di sektor 
transportasi udara. 
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